BUPATI SUMBAWA |
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 86 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI SUMBAWA,

bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun Anggaran 2017, terdapat kegiatan yang
mendesak untuk dilaksanakan berdasarkan Surat Camat
Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Nomor
916.1/317/VI[/2017 tenggal 4 Juli 2017 hal
Perubahan/revisi DPA, Surat Camat Maronge Kabupaten
Sumbawa Nomor 923/162/Kec.Maronge/2017 tanggal 25
Juli 2017 hal Perubahan/revisi DPA, Surat Direktur Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor
009/766/RSUD/VIi/2017 tanggal 27 Juli 2017 perihal
Optimalisasi Dak Fisik TA. 2017, Surat Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa
Nomor 900/643/DP2KBP3A/2017 tanggal 27 Juli 2017
perihal Permohonan Penggunaan Dana DAK sisa tender
Tahun 2017, Surat Camat Lantung Kabupaten Sumbawa
Nomor 521.32/122/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017 hal
Mohon pergeseran anggaran penyelenggaraan Festival
Budaya Samawa di DPA Kec. Lantung, Surat Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten Sumbawa Nomor
050/20641/Dikes/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017
perihal Optimalisasi Sisa DAK 2017, Surat Plt. Camat
Lenangguar Kabupaten Sumbawa Nomor
916.1/152/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 perihal
Mohon Pergeseran Anggaaran Tahun 2017, Surat Camat
Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Nomor 910/271/VIII/2017 V



Mengingat

1.

tanggal 3 Agustus 2017 perihal Usulan Revisi DPA Tahun
2017, Surat Camat Lopok Kabupaten Sumbawa Nomor
916.1/17/VIII/2017 tanggal 3 Agustus 2017 hal Perubahan
revisi DPA, Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sumbawa Nomor
945/499/PUPR/2017 tanggal 4 Agustus 2017 perihal
Mohon penggunaan dana sisa tender, Surat Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Sumbawa Nomor 903/521/PUPR/2017 tanggal 4 Agustus
2017 perihal Mohon revisi DPA TA. 2017, Surat Kepala
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten
Sumbawa Nomor 009/269/DKIS/2017 tanggal 4 Agustus
2017 perihal Mohon revisi anggaran, Surat Kepala Dinas
Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sumbawa
Nomor 556/431/11/2017 tanggal 4 Agustus 2017 hal
Revisi/Perubahan anggaran, Surat Camat Moyo Hulu
Kabupaten Sumbawa Nomor 900/265/VIII/2017 tanggal 4
Agustus 2017 hal Usulan revisi DPA TA. 2017, Surat Camat
Labangka Kabupaten Sumbawa Nomor
800/225.a/VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017 hal Mohon
revisi DPA APBD 2017, Surat Camat Utan Kabupaten
Sumbawa Nomor 900/ /VIII/2017 tanggal 4 Agustus 2017
hal Usulan Revisi DPA Tahun 2017, Telaahan Staf Kepala
Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumbawa Nomor 292/Pem/VIII/2017 tanggal 4 Agustus
2017 hal Revisi anggaran,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 18 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
pergeseran anggaran dapat dilakukan dengan mengubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran
berkenaan untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017,

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

\' ‘VNegara Republik Indonesia Tahun 1655);
. .



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5650);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
eberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undangk
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10.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3373);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

12.

13.

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang

15.

\ b

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5153};

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republikb
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5209);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan

~ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);‘(
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22 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor S);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 310);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

\ L{Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan ¥
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29.

30.

31.

32.

Menetapkan :

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 14 Tahun
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2015 Nomor 14};

Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 86 Tahun 2016 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daecrah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2016 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor
86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah
Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEENAM
ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 86 TAHUN
2016 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati
Sumbawa Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten
Sumbawa Tahun 2017 Nomor 86} yang telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Bupati Sumbawa :
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a. Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Daerah Kébupaten Sumbawa Tahun 2017

Nomor 12);

b. Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017
 Nomor 13);

c. Nomor 20 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017
Nomor 20);

d.  Nomor 25 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017
Nomor 25); dan :

e. Nomor 29 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017
Nomor 29);

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah KXabupaten
Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Agusfus 20\F

}é BUPATI SUMBAWA, V

\; ‘& M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 4 Agu:(-uf 201F

£ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2017 NOMOR <4
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